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ABSTRACT 

 

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is a national 

strategic policy aimed at ensuring legal certainty of land ownership through the 

acceleration of comprehensive land registration. This study aims to analyze the 

implementation, identify the problems, and formulate solutions regarding the 

collection and documentation of juridical data within the PTSL program in East 

Lombok Regency. The research employs a descriptive qualitative method, utilizing 

in-depth interviews and document studies for data collection. The findings reveal 

that although the PTSL program has been implemented in accordance with technical 

procedures, the Juridical Task Force continues to face several obstacles. These 

include low public awareness in completing required documents, the submission of 

plots already certified, inapplicable applicant ID cards for system entry, as well as 

issues related to inheritance and third-party land claims. These challenges have 

negatively affected the program’s effectiveness and target achievement. The study 

recommends strengthening coordination among stakeholders, enhancing public 

legal literacy, and optimizing the use of information technology to support the 

verification and documentation of juridical data. The findings are expected to serve 

as a reference for the development of more effective and responsive land 

administration policies and practices. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat di bidang agraria dan tata ruang, sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang. Dalam menjalankan fungsinya, Kementerian ATR/BPN melaksanakan 

berbagai kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengelolaan dan penyampaian 

data serta informasi kepada pemerintah maupun masyarakat. Salah satu program 

strategis yang diluncurkan yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). Pelaksanaan program ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat Badan 

Pertanahan Nasional masih memiliki tanah yang belum terdaftar secara resmi di 

seluruh Indonesia (Supono & Askafi, 2020). 

Merujuk pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, program PTSL adalah salah satu program 

yang diluncurkan guna menyimpan serta memverifikasi kepemilikan tanah di 

Indonesia. Program ini diselenggarakan secara serempak pada desa ataupun 

kelurahan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendaftaran 

tanah. Dengan demikian, proses pemberian hak atas tanah seperti HM, HGU, HGB 

serta Hak Pakai kepada masyarakat yang memiliki legalitas kepemilikan yang sah 

dapat dilakukan secara lebih cepat (Saputra dkk., 2021). Selain itu, pelaksanaan 

PTSL diyakini mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, 

memperkuat perekonomian nasional serta mengurangi potensi terjadinya sengketa 

dan konflik pertanahan (Hastuti & Badriyah, 2024). 

Mengingat pentingnya tanah sebagai faktor krusial dalam kehidupan 

manusia yang mengakibatkan setiap individu memiliki dorongan untuk menguasai 

dan mempertahankan hak atas tanahnya dari berbagai kemungkinan penguasaan 

oleh pihak lain (Putrisasmita, 2023). Melalui implementasi program PTSL, 

pemegang hak atas tanah akan mendapatkan bukti legal berupa sertipikat hak atas 

tanah yang menjamin keamanan status kepemilikan mereka (Evangelista, 2023). 

Sertipikat ini juga berfungsi sebagai jaminan yang mempermudah masyarakat 

dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, yang pada akhirnya 

diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap pengembangan kegiatan 
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kewirausahaan dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dalam jangka panjang (Kurniawan dkk., 2020).  

Tahapan pelaksanaan program PTSL diawali dengan proses perencanaan 

dan penetapan lokasi pelaksanaan, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja 

serta pembentukan Panitia Ajudikasi yang dibantu oleh Satuan Tugas Fisik, Yuridis 

dan Administrasi serta didahului oleh kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai pelaksanaan program. Selanjutnya dilakukan pengukuran bidang tanah, 

pemasangan tanda batas yang disaksikan oleh pemilik tanah, serta pengumpulan 

dokumen persyaratan administratif seperti KTP Pemohon, KK Pemohon, Bukti 

Kepemilikan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT-PBB) serta pengisian formulir daftar isian 201. Tahapan 

berikutnya mencakup verifikasi dan penelitian data yuridis sebagai dasar 

pembuktian hak, hingga sampai tahap terakhir yaitu sertipikat akan diserahkan 

kepada masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya melalui program ini.  

Pada tahun 2024, pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Lombok Timur 

menargetkan penerbitan sebanyak 22.107 Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT). 

Target yang cukup besar ini memerlukan dukungan sumber daya manusia yang 

memadai, namun kenyataannya ketersediaan tenaga kerja terbatas. Kondisi tersebut 

menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pengumpulan dan pemberkasan 

data yuridis, sehingga berdampak pada lambatnya pencapaian percepatan program 

PTSL. Dalam pelaksanaannya, Satgas Yuridis yang bertanggung jawab atas tahapan 

pengumpulan dan pemberkasan data yuridis, yang bekerja sama dengan pemerintah 

desa, menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait dengan jumlah 

peserta program yang tinggi. Situasi ini menuntut upaya ekstra dari Satgas Yuridis 

dalam melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap para peserta PTSL (Sandra 

dkk., 2020). Selain itu, Satgas Yuridis juga dihadapkan pada kendala dalam hal 

keterbatasan waktu untuk menghimpun dokumen kelengkapan data yuridis guna 

memastikan keaslian, kecocokan dan kelengkapan berkas yang diserahkan oleh para 

pemohon.  

Data yuridis yang sudah terkumpul akan dikelola menggunakan teknologi 

informasi yaitu Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang telah diluncurkan 

pada tahun 2010 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). KKP merupakan suatu 

sistem pelayanan pertanahan yang telah berbasis digital, di mana data tekstual dan 

data spasial dari setiap bidang tanah telah terintegrasi secara menyeluruh. Tujuan 

utama dari implementasi KKP adalah untuk menyediakan informasi yang akurat 



3 

 

mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah, mempercepat serta meningkatkan 

kualitas pelayanan pertanahan, serta mengurangi kebutuhan ruang arsip fisik 

melalui digitalisasi data. Pelaksanaan KKP ini menjadi indikator terjadinya 

transformasi dalam pelayanan publik di bidang pertanahan, yang ditandai dengan 

dihapuskannya proses permohonan sertipikat hak atas tanah secara manual. Seluruh 

prosedur permohonan kini dapat dimonitor secara digital dengan alur yang tertib 

dan sistematis. Lebih lanjut, sistem ini memungkinkan terbentuknya basis data 

pertanahan yang senantiasa diperbarui (up to date), yang dapat dimanfaatkan untuk 

mendukung pelayanan informasi pertanahan secara efisien dan berkelanjutan. 

Seiring dengan dinamika perkembangan teknologi, sistem pelayanan komputerisasi 

pertanahan mengalami transformasi menuju platform berbasis web yang dikenal 

dengan istilah KKP Web. Diharapkan, implementasi KKP Web ini mampu 

mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat menekan 

berbagai keluhan yang selama ini muncul akibat lambannya pelayanan yang 

diselenggarakan oleh kantor pertanahan (Pinuji, 2016).  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian 

ini dilakukan agar dapat lebih memahami secara mendalam mengenai pelaksanaan 

maupun hambatan dalam proses pengumpulan dan pemberkasan data yuridis yang 

dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur.  

B. Rumusan Masalah 

Pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur 

bertujuan agar tanah masyarakat terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN), 

mencegah terjadinya sengketa atau konflik tanah di masa depan, mewujudkan 

sertipikat tanah yang sah serta membuat peta lengkap di suatu wilayah. Oleh karena 

itu rumusan masalahnya antara lain :   

1. Bagaimanakah pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Lombok Timur?  

2. Apa saja permasalahan dalam proses pengumpulan dan pemberkasan data 

yuridis di Kabupaten Lombok Timur? 

3. Bagaimana solusi untuk mempermudah Satgas Yuridis pada saat melakukan 

proses pengumpulan dan pemberkasan data yuridis di Kabupaten Lombok 

Timur?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berikut adalah beberapa tujuan pada penelitian ini :  

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lombok Timur.  

2. Mengetahui permasalahan yang timbul pada saat proses pengumpulan dan  

pemberkasan data yuridis di Kabupaten Lombok Timur. 

3. Mengetahui solusi untuk mempermudah Satgas Yuridis pada saat 

melaksanakan pengumpulan serta pemberkasan data yuridis pada program 

PTSL.  

Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Akademis yaitu dapat digunakan dalam studi pustaka untuk 

mengembangkan ilmu pertanahan, khususnya mengenai penetapan hak dan 

pendaftaran tanah dan untuk bahan referensi penelitian berikutnya.   

2. Manfaat Praktis yaitu menjadi bahan rujukan dan bahan ajar penelitian dalam 

pembahasan percepatan pengumpulan dan pemberkasan data yuridis PTSL 

serta alternatif dalam penyelesaian percepatan pengumpulan dan pemberkasan 

data yuridis.   
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Sesuai dengan temuan penelitian yang telah dilakukan di lapangan terkait 

masalah pengumpulan dan pemberkasan data yuridis dalam program PTSL, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut :   

1. Bahwa pelaksanaan PTSL yang dilakukan di Kabupaten Lombok Timur sudah 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Juknis PTSL Nomor 

3/Juknis-HK.02/III/2023 yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian 

hukum serta perlindungan hak atas tanah kepada masyarakat.   

2. Pada berlangsungnya program PTSL di Kabupaten Lombok Timur, Satgas 

Yuridis menghadapi permasalahan selama proses pengumpulan dan 

pemberkasan data yuridis yaitu masyarakat yang belum memiliki keinginan 

tinggi dalam melengkapi persyaratan administrasi, terdapat berkas yang 

didaftarkan oleh pemohon pada program PTSL sudah bersertipikat, terdapat KTP 

pemohon yang tidak dapat terdeteksi pada saat melakukan entry berkas di 

aplikasi KKP Web, terdapat bidang tanah yang didaftarkan pada program PTSL 

yang diklaim menjadi tanah Pemerintah Daerah Lombok Timur dan terdapat 

permasalahan yang terjadi pada peralihan hak dalam proses pewarisan. 

Hambatan yang dialami tersebut menyebabkan proses percepatan PTSL menjadi 

kurang optimal dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari apabila tidak 

dapat dikelola dengan baik.  

3. Dalam menangani permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan yaitu 

melakukan optimalisasi kerja sama antara Panitia Ajudikasi, Satgas Yuridis dan 

Pemerintah Desa serta melakukan pemanfaatan teknologi informasi KKP Web 

dalam mengolah data.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan terkait 

problematika pengumpulan dan pemberkasan data yuridis pada program PTSL 

sebagai berikut :  

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur diharapkan terus meningkatkan 

koordinasi dan pengawasan terkait seluruh tahapan pelaksanaan PTSL, terutama 

dalam hal pengumpulan dan pemberkasan data yuridis. Penguatan sistem 

klusterisasi berbasis data spasial dan yuridis perlu dioptimalkan dalam 

memetakan permasalahan di setiap wilayah yang menjadi target lokasi PTSL. 

Selain itu, perlu adanya pengembangan dan sosialiasi aplikasi KKP Web terkait 

pemanfaatan teknologi informasi kepada seluruh tim pelaksana agar proses 

digitalisasi data berjalan optimal.  

2. Satgas Yuridis diharapkan dapat meingkatkan kerja sama dengan Pemerintah 

Desa dan Panitia Ajudikasi dalam mempercepat proses verifikasi dan 

pemberkasan dokumen, mampu mengidentifikasi hambatan yang sering muncul 

agar dapat segera diatasi dan lebih tertib dalam melengkapi pengisian Daftar Isian 

201.  

3. Pemerintah Desa diharapkan meningkatkan peran aktif pada saat melakukan 

sosialisasi program PTSL kepada masyarakat, terutama dalam hal pentingnya 

untuk melengkapi persyaratan dokumen dan keaktifan masyarakat pada setiap 

tahapan pengumpulan dan pemberkasan data yuridis. Selain itu, Pemerintah Desa 

diharapkan menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dengan Satgas 

Yuridis .  

4. Pada penelitian berikutnya disarankan agar dapat mengembangkan model 

klusterisasi yang lebih komprehensif yang menghubungkan antara data spasial, 

yuridis dan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, riset dapat difokuskan pada 

pengujian efektivitas penggunaan teknologi digital seperti KKP Web dalam 

mempercepat dan meningkatkan akurasi pemberkasan data yuridis di berbagai 

daerah. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi faktor sosial, budaya dan 

ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PTSL, sehingga dapat 

ditemukan strategi percepatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan. 
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